INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NAMA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA
URUSAN PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
YANG DILAKSANAKAN
TUGAS membantu sebagian tugas Bupati dalam
kebijakan teknis di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil
FUNGSI 1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi dan kedinasan lain yang
diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya
PENJELASAN
TUJUAN DAN INDIKATOR (Alasan Pemilihan I.n‘dlkator, .Formul‘as1
SASARAN KINERJA UTAMA Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe
STRATEGIS Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Terwujudnya Nilai Sakip e Alasan Pemilihan Indikator :
birokrasi yang Perangkat daerah Indikator ini dipilih untuk
bersih dan mewujudkan nilai Sakip Perangkat
akuntabel Daerah dalam rangka terwujudnya

birokrasi yang bersih dan
akuntabel

e Formulasi Pengukuran :
Nilai Sakip Perangkat Daerah

e Definisi Operasional :
Skor hasil evaluasi Sakip dari
Inspektorat Kabupaten

e Type Penghitungan :
Non Komulatif

e Sumber Data :
Hasil Evaluasi Sakip dari
Inspektorat Kabupaten




Meningkatnya
kualitas pelayanan
administrasi umum
perkantoran dalam
rangka pencapaian
nilai Sakip

Persentase
pelayanan
administrasi
umum
perkantoran yang
menunjang skor
Sakip

Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
meningkatkan pelayanan
administrasi umum perkantoran
yang mendukung nilai Sakip

Formulasi Penghitungan :
Persentase pelayanan administrasi
umum yang mendukung nilai Sakip

Definisi Operasional :

Jumlah program terkait
peningkatan skor Sakip dibagi
program pelayanan perkantoran x
100

Type Penghitungan :
Non Komulatif

Sumber Data :
Dindukcapil Kab. Blora

Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap pelayanan
kependudukan dan
catatan Sipil

Indeks kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
kependudukan
dan catatan Sipil

Alasan Pemilihan Indikator :

Indikator ini dipilih untuk
mengetahui tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil. Dengan adanya
survey ini diharapkan pelayanan
adminduk semakin meningkat baik
dari kualitas pelayanannya maupun
kuantitasnya.

Formulasi Pengukuran:

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

SKM = x Nilai Penimbang

Total Unsur yang Terisi

(Sumber : Permenpan No. 14 Tahun
2017)

Definisi Operasional:

Indeks Kepuasan Masyarakat
adalah hasil pengukuran dari
kegiatan Survei Kepuasan

Masyarakat berupa angka. Angka
ditetapkan dengan skala 1 (satu)
sampai dengan 4 (empat).

(Sumber : Permenpan No. 14 Tahun
2017)

Tipe Penghitungan
Non Kumulatif

Sumber Data
Survei BPS




Meningkatnya
cakupan layanan
administrasi
kependudukan dan
catatan sipil

cakupan layanan
administrasi
kependudukan
dan catatan sipil

Alasan Pemilihan Indikator:

Indikator ini dipilih untuk
mengetahui dan mengevaluasi
persentase kepemilikan layanan
administrasi kependudukan pada
tahun yang bersangkutan. Indikator

ini dibutuhkan untuk
mengupayakan agar setiap
penduduk tertib administrasi
kependudukan.

Formulasi Pengukuran:

Rata-rata persentase kepemilikan
layanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil
(KTP, KIA, Akta Kelahiran, KK).

Definisi Operasional :

- Cakupan penerbitan KK adalah
jumlah  dokumen KK yang
diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan pencatatan
sipil sampai dengan tahun yang
bersangkutan dibandingkan
dengan jumlah kepala keluarga
dalam satu wilayah pada tahun
yang sama.

- Cakupan penerbitan KTP
Elektronik adalah jumlah
dokumen KTP Elektronik yang
telah  diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sampai dengan tahun yang
bersangkutan dibandingkan
dengan jumlah wajib KTP dalam
satu wilayah pada tahun yang
sama.

- Cakupan penerbitan kutipan akta

kelahiran adalah jumlah dokumen
kutipan akta kelahiran yang telah
diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan pencatatan
sipil pada tahun yang
bersangkutan dibandingkan
dengan jumlah kelahiran yang
terjadi dalam satu wilayah pada
tahun yang bersangkutan.

- Cakupan penerbitan Kartu
Identitas Anak  adalah jumlah




dokumen Kartu Identitas Anak
yang telah diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sampai dengan tahun yang
bersangkutan dibandingkan
dengan jumlah wajib KIA dalam
satu wilayah pada tahun yang
sama.

Tipe Penghitungan:

Komulatif

Sumber Data:
Dindukcapil




	BPP

